PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1959
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA (LEMBARAN-NEGARA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

TAHUN 1957 NO. 84)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pemerintah berdasarkan pasa 96 ayat 1 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia telah  menetapkan
Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak
Negara dengan surat-paksa (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 84);

. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang

Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan
beberapa perubahan;

Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-
UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG
PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 84)" SEBAGAI
UNDANG- UNDANG.

Pasal | ...
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Pasal |.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat

No. 27 tahun 1957 tentang penagihan pajak Negara dengan surat-paksa’

ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan

perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Y ang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

a

penanggung paak, iadah seorang atau badan  yang
bertanggung-jawab atas pembayaran pajak;

pelaksana, ialah pejabat yang telah mengel uarkan surat-paksa;

juru-sita, ialah petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri
Keuangan untuk melaksanakan surat-paksa;

Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya
meliputi tempat di mana dilakukan pelaksanaan surat-paksa.

Pasal 2.

(1) Pajak yang diadakan oleh Negara, termasuk opsen, kenaikan, denda

yang tidak bersifat pidana, bunga uang dan biaya yang bersangkutan
dengan itu dapat ditagih dengan surat-paksa yang memberi hak
pelaksanaan langsung terhadap barang gerak dan barang tak gerak
kepunyaan penanggung pajak dan barang-barang lain mengingat
peraturan-peraturan pajak yang bersangkutan tanpa putusan hakim
dan untuk memaksa penanggung pajak membayar dengan ancaman

penyaderaan tanpa putusan hakim.

(2) Ketentuan ...
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(2) Ketentuan ayat 1 berlaku juga terhadap opsen yang diadakan atas
pajak Negara oleh suatu daerah bagian Negara.

(3) Yang dimaksud dengan biaya termasuk pula biaya penagihan.

Pasal 3.
(1) Surat-paksa berkepala kata-kata " Atas Nama K eadilan" serta memuat
nama penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan-alasan

yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.

(2) Surat-paksa mempunya kekuatan yang sama seperti grosse dari
putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat di-minta
banding lagi pada hakim atasan.

Pasal 4.
Yang berwenang untuk mengeluarkan surat-paksa ialah pejabat yang
ditunjuk sebagai demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang

bersangkutan.

Pasal 5.
Surat-paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam

pasal-pasal berikut mengingat peraturan pajak yang bersangkutan.

Pasal 6.

(1) Surat-paksa diberitahukan oleh juru-sita dengan pernyataan dan
penyerahan salinan surat-paksa tersebut kepada penanggung pajak
pribadi, di tempat tinggalnya atau dikantornya.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 maka pemberitahuan surat
paksa:

a. terhadap ...
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a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada ketua atau salah
seorang anggota pengurus (Direksi) pribadi, atau kepada ketua
atau salah seorang dari Dewan Pengawas (Komisaris) pribadi, di
tempat tinggalnya atau di tempat pengurus (Direks) atau Dewan
Pengawas (Komisaris) tersebut bersidang atau ber kantor;

b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota
pengurus pribadi atau di tempat tinggalnya atau, setelah
pembubaran, kepada saah seorang dari pada yang
membubar-bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di
tempat kedudukan atau kantor badan tersebut;

c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer dilakukan
kepada salah seorang pesero pengurus atau, setelah pembubaran,
kepada salah seorang dari pada yang membubar bereskan pribadi
atau di tempat tinggalnya atau di kantor perseroan tersebut;

d. terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam waktu
enam bulan setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang
dari pada ahliwarisnya pribadi atau di tempat tinggalnya, kepada
pelaksana surat wasiat-pribadi atau di tempat tinggalnya atau
kepada pel aku-kuasa warisan pribadi atau di tempat tinggalnya.

Setelah lampau enam bulan dari meninggalnya maka surat-paksa

mengenai hutang pajak yang meninggal itu harus dibuat atas nama

para ahli waris, tigp orang tersendiri pro rata parte sebagal
penanggung pajak.

(3) Jikajuru-sita tidak menjumpai seseorang di tempat tinggalnya atau di
tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud
dalam ayat-ayat 1 dan 2, maka ia dengan segera datang pada Kepala
Daerah Kabupaten atau Kepala Daerah Kotapraja atau pegawai yang
ditunjuk oleh pejabat-pejabat tersebut.

Pejabat ...
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Pgabat ini memberi tandatangan dengan cumacuma pada
surat-paksa tersebut dan salinannya sebagai tanda diketahuinya
dengan menyebutkan tanggal dan menyampaikan salinannya kepada
penanggung pajak atau seorang yang menggantinya untuk itu
menurut ayat (2). Juru-sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya
pada surat-paksa serta pada salinan yang ditinggalkannya

(4) Untuk melakukan ayat-ayat yang baru lalu, maka yang dimaksud
dengan tempat tinggal mengenai orang-orang yang tidak mempunyai
tempat tinggal di Indonesia yang dikenal ialah tempat kediamannya
sesungguhnya.

(5) Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang yang di Indonesia tidak

mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pula mempunyai
tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat-paksa terhadap badan
atau perseroan yang masih ada atau yang telah dibubarkan, yang
sepanjang pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus,
pesero pengurus atau yang membubar-bereskan dengan tempat
tinggal atau tempat kediaman di Indonesiayang dikenal, dilakukan
dengan menempelkan suatu salinan surat-paksa tersebut pada pintu
utama Inspekss Keuangan dari tempat di mana surat-paksa
dikeluarkan.
Selain dari pada itu surat-paksa tersebut dapat dimuat dalam
Berita-Negara serta pula dalam salah satu harian yang terbit ditempat
tersebut di atas, dan jika di tempat tersebut di atas tidak diterbitkan
harian, dalam salah satu harian yang berdekatan.

Pasal 7.

(1) Jka pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhnya atau
sebagian di luar wilayah jabatan pelaksana, maka ia minta dengan
tertulis perantaraan teman sejawatnya yang di dalam wilayahnya
pel aksanaan tersebut harus dilakukan.

(2) Pejabat ...



